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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh kadang ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  Apostrof terbalik 
x 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda        
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
  ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama    Huruf dan tanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥah dan alif atau    
y    
  a dan garis di atas 
ي Kasrah dan y  ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan 
wau 
Ữ u dan garis di atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
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ت ىمي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada duayaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd  ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 




يهع : „Ali  bukan „Aliyyatau „Aly  
يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyyatau „Araby  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem  tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‟arifah   Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar( 
- ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof  „   hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.Contoh: 
FīẒil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ ilaih  frasa nominal , ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد dīnull h لا اب هن bill h 
Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fīraḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
xv 
 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital  (Al-). 
Ketentuan  yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wam  Muḥammadunill rasūl 
 Inna awwalabaitinwuḍi‟alinn silallaẓī bi bakkatamub rakan 
 SyahruRamaḍ n al-lażīunzilafih al-Qur‟ n 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 AbūNaṣr al-Far bī 
 Al-Gaz lī 
 Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu  anakdari  danAbū 
(bapakdari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥ mid Abū . 
B. DaftarSingkatan 
 Beberapasingkatan yang dibakukanadalah: 
swt.  : subḥ nahūwata‟ l  
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saw.  : ṣallall hu „alaihiwasallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 



















  ABSTRAK 
 
NAMA : Kardi Fidmatan 
NIM  : 10400112005 
JUDUL : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
 
Tulisan ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan  
Sosial (BPJS) Kesehatan yang difokuskan pada sistem maupun teknis pelayanan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu  
penelitian yang berusaha menggambarkan dan memaparkan data data yang diperoleh  
baik data-data primer maupun sekunder.  
Penelitian ini mengunakan pendekatan library research yaitu sumber data 
diperoleh dari kajian-kajian pustaka dan berbagai macam literatur yang sesuai 
pembahasan, termasuk di dalamnya kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan 
yang terjadi pada pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan baik dari segi 
sistem maupun segi teknis, sehingga Majelis Ulama Indoensia memberikan fatwa 
bahwa pelayanan belum dilakukan secara maksimal, sehingga diharapkan BPJS 
Kesehatan dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.  
  Fatwa ini juga merupakan dorongan dari lembaga fatwa Majelis Ulama 
Indonesia kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan yang 
baik terhadap seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membeda-bedakan 





















A. Latar Belakang 
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya 
dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa- 
bangsa di dunia, termasuk Indonesia.
1
 Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi 
Perserikatan Bangsa -Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 ayat 1 
Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, 
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan 
dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi 
janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan 
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
2
 
Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara 
mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan 
kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke  58 
tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya 
pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada 
mereka terhadap risiko keuangan. WHA ke 58 mengeluarkan resolusi yang 
menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health 




jaminan-sosial-kesehatan/ (23 Juni 2016) 
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Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. WHA juga 
menyarankan kepada WHO agar mendorong negara -negara anggota untuk 
mengevaluasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan 
kesehatan ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage. 
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke -5 juga 
mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 
pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti 
dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap 
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di 
bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 
terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam 
program jaminan kesehatan sosial.
3
 
Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah 
bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah di 
rintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di 
bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek 
(Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, 
dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah 
memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 
dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema -skema tersebut 
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Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang- Undang No.40 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan 
bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang 
-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan 
diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan 
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. 
Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang 




Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan 
prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementerian 
Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan 
menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan 
kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 
Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan 
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Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga 
negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-
risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun 
mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar 
kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah diundangkannya Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 
maka terbentuklah BPJS yang  berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan 
kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan lembaga baru yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba 
berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan 
menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga 
asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan 
PT Jamsostek. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS akan 
dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, 
selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dua 
Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.
7
  
Namun demikian dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
masih banyak terdapat problematika di antaranya adalah adanya pelayanan yang 
masih memilah-milah dalam setiap tingkatan-tingkatan dalam pelayanan kesehatan,  
proses registrasi yang rumit, pelayanan yang kurang memuaskan, ruang perawatan 
yang tidak sesuai dengan jenis iuran yang dibayar,  dan keterlamabatan dalam 









pembayaran iuran akan di kenakan sanksi, belum adanya penetapan harga minimum. 
Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan 
fatwa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini yakni 
tentang sistem jaminan kesehatan. Inilah yang mendorong peniliti untuk meneliti 
lebih jauh tentang bagaimana konsep  penyelenggaraan Badan Jaminan Sosial dan 
juga eksistensinya Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu: bagaimana Analisis 
Fatwa Majelis Ulama indonesia terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. 
Dari permasalahan pokok tersebut di atas, maka dibagi beberapa sub 
permasalahan: 
1. Bagaimana Konsep Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial ? 
2. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Badan Penyelenggra 
Jaminan Sosial  ?  
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 Definisi Operasional Variabel dimaksud untuk memberikan gambaran yang 
jelas tentang variabel-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”. 






1. BPJS Kesehatan 
BPJS kesehatan yaitu suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab 
kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi 
seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 




Fatwa adalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Menurut 
Ibnu Manshur, kata fatwa merupakan bentuk masdhar dari kata fata, yaftu, fatwan,  
yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan. Fatwa secara etimologi 
berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-
undangan Islam atau penjelasan tentang suatu hukum.
9
 
Ada juga pendapat mengatakan bahwa fatwa adalah pendapat atau keputusan 
dari alim ulama atau ahli hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
disebutkan, fatwa adalah keputusan perkara agama islam yang diberikan oleh mufti 
atau alim ulama tentang suatu masalah. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, fatwa 
berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai 
jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat. 
Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok 
masyarakat.  
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Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum 
dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang 
diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.
10
 
3. Majelis Ulama Indonesia 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para 
ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan 
langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis 
Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 
Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, 
cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.11 
D. Kajian Pustaka 
Guna mengetahui sejauh mana masalah tentang Analisis Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia tentang Keharaman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah 
dibahas atau belum dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri 
beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah 
tersebut  sudah dibahas dalam suatu karya ilmiah atau belum. 
Namun setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang 
serupa dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini 
belum pernah diteliti sebelumnya 
Untuk itu ada beberapa buku dan hasil penelitian yang dipandang relevan 
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Imbalo S. Pohan MPH, MHA, Dr : yang berjudul Jaminan Mutu Pelayanan: 
Dasar-dasar Pengerrtian dan Penerapan. Dalam buku ini berisi tentang 
pengertian dan penerapan pendekatan jaminan mutu pelayanan dalam 
perumahsakitan, dan memuat berbagai latihan jaminan mutu pelayanan 
kesehatan dalam layanan kesehatan.
12
 
2. Dr. H. Fahrurazi, M. Kes: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
13
 
3. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: Buku Pegangan Sosialisasi 




4. Zulkahfi, dalam skripsinya yang berjudul Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Dalam Persepektif Hukum Islam, dalam skripsi isinya berisi tentang 
pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab kesehatan bagi rakyat dalam 
suatu negara dan pandangan hukum Islam terhadap Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial.
15
 
5. Asih Eka Putri: Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam buku ini 
berisi secara umum tentang pelaksanaan progaram  jaminan sosial sesuai 
dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16
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7. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
18
 
8. Dalam buku yang di terbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementrian 
Agama RI tahun 2012, menjelaskan secara umum mengenai fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan 
dan peranan Majelis Ulama Indonesia sebagai lemabaga fatwa , pembimbing, 
dan pembina umat Islam khususnya dalam memecahkan persoalan yang di 
hadapi. 
9. Muhammad Shuhufi, M.Ag dalam bukunya Fatwa dan Dinamika Hukum 
Islam di Indonesia yang membahas tentang pentingya lembaga fatwa dalam 
kehidupan keagamaan di Indonesia dan mempertimbangkan kebutuhan umat 
Islam di Indonesia akan fatwa-fatwa yang semakin hari semakin sangat 
dibutuhkan, maka pada lembaga-lembaga fatwa dengan berupaya menganalisa 
dan mengkritisi bentuk-bentuk implementasi dalam metodologi fatwa 
keagamaan di Indonesia. 
10. Yeni Salma Barlinti dalam bukunya yang berjudul Kedududkan Fatw Dewan 
Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dalam bukunya 
membahas secara umum mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di 
Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Dan penerbitan fatwa 
tentang ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang diminta 
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oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya 
dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku 
ekonomi syariah menjadikan kajian penting dalam hukum. 
E. Metode Penelitian 
 Untuk mencapai hal yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini 
merupakan  salah satu sarana untuk mencapai sebuah target, karena salah satunya 
metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping 
itu, metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.
19
 
  Metode penulisan skripsi yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan 
skripsi  ini adalah  sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualiatif deskriptif. 
Kualitatif  adalah suatu jenis penelitian yang mengambil  sumber data dari buku-buku 
perpustakaan (library research).  
Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di 
perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan 
dan masalah sedang dipertanyakan.
20
 Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan 
apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.  
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa 
data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh 
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dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang 
bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
21
 
a. Sumber primer 
Sumber primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari buku-




b. Sumber sekunder 
Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari yang bukan data-data 
utama seperti buku-buku BPJS Kesehatan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, 




3. Metode pendekatan 
 Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan Yuridis 
 Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan 
beberapa data yang memuat. Fatwa MUI tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. 
b. Pendekatan Syari’i      
Pendekatan Syari’i   adalah pendekatan    hukum   (syari’i), yakni menjelaskan  
hukum-hukum yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
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F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian antara 
lain sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai Konsep Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 
2. Untuk mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut: 
1. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi  
terhadap berbagai jaminan kesehatan untuk menentukan pilihannya dalam 
bermuamalah yang berlabel syariah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad 
Saw dan tuntunannya.  
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para 





TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
SOSIAL 
A. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Terdapat 
beberapa jenis Jaminan Sosial, antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan 
kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian.  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dibentuk 2 (dua) 
BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan mulai 




BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah 
untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 
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TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha 
lainnya ataupun rakyat biasa. 
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) 
merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai 
beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai 
beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi 
Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 
24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan 
sejak tanggal 1 Januari 2014. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. 
Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.
2
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan 
menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga 
asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan 
lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS 
Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan 
secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, 
selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 
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Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, 
dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat 
kabupaten kota. 
B. Sejarah Singkat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 
Pada tahun 1968 - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara 
jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun 
(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di 
lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu 
itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan 
Nasional.  
1984 - Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta 
anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status 
badan  penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.  
1991 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan 
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti 
ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan 
usaha dan  badan lainnya sebagai peserta sukarela.
3
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1992 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum 
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan  pertimbangan 
fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi 
untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.  
2005 - PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen 
Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI  Nomor 
1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai 
Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
(PJKMM/ASKESKIN). Dasar Penyelenggaraan : UUD 1945 UU No. 23/1992 
tentang Kesehatan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan  Nomor 
56/MENKES/SK/I/2005, Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada : Diselenggarakan 
secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi 
subsidi silang. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. Pelayanan kesehatan 
dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program 
diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas 
dalam pelayanan kepada  peserta. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang 
terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.  
2014 - Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero)  berubah 
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B. Prinsip-prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
 Terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan (UU No. 24 
Tahun 2011 Pasal 4) yaitu: 
1. Kegotong-royongan 
Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam 
menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap 
peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. 
2. Nirlaba 
Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan 
penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi seluruh peserta. 
3. Keterbukaan 
 Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang 
lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. 
4. Kehati-hatian 
 Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, 
aman, dan tertib. 
5. Akuntabilitas 
 Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan 
keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
6. Portabilitas 
 Prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan 
meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara 





7. Kepesertaan bersifat wajib 
 Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh 
penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. 
8. Dana dan amanat 
 Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya 
merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan peserta Jaminan Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan 




C. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
           Peserta BPJS (UU SJSN 2004) adalah sebagai berikut : 
 Peserta Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan terdiri atas orang yang 
tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu dan Peserta bukan Penerima Bantuan 
Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
terdiri atas : 
1.  Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu : 
a. Anggota TNI Dan POLRI 
b. Pegawai Negeri Sipil 
c. Pejabat Negara 
d. Pegawai pemerintah non pegawai negeri 
e. Pegawai Swasta 
f. Pegawai yang tidak termasuk salah satu di atas yang menerima upah. 
                                                          
5






2.  Pegawai bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu : 
a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri 
b. Pekerja yang tidak termasuk point pertama yang bukan penerima upah 
c. Warga Negara Asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia paling singkat 
6 bulan. 
3.  Bukan pekerja dan anggota keluarganya, terdiri dari : 
a. Investor 
b. Pemberi kerja 
c. Penerima pensiun 
d. Veteran 
e. Perintis kemerdekaan 
f. Bukan pekerja yang tidak termasuk salah satu diatas yang mampu 
membayar iuran. 
4.  Penerima pensiun terdiri atas : 
a. PNS yang berhenti dengan hak pensiun 
b. Anggota TNI dan POLRI yang berhenti dengan hak pensiun 
c. Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun 
d. Penerima pensiun selain point di atas 
e. Janda, duda atau yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud 
pada point di atas yang mendapat hak pensiun. 
f. Anggota keluarga bagi keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi : 
1) Istri atau suami yang sah dari peserta. 
2) Anak kandung, anak tiri dan / atau anak angkat yang sah dari peserta 





a) Anak yang tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 
penghasilan sendiri. 
b) Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih 
melanjutkan pendidikan formal. 
D. Pembayaran Iuran (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
 Adapun perubahan iuran tersebut adalah: 
1. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar 
oleh Pemerintah. 
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, 
pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima 
persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) 
dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta. 
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD 
dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan 
ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu 
persen) dibayar oleh Peserta. 
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak 
ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% 
(satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja 
penerima upah. 
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima 





a. Sebesar Rp. 30.000,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per 
bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  
b. Sebesar Rp. 51. 000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan 
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.  
c. Sebesar Rp. 80. 000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan 
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 
duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya 
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji 
pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 
(empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.6 
Adapun perubahan peraturan tentang denda: 
1. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 
(satu) bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara. 
2. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran dihapus 
3. Denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh Pelayanan Rawat Inap 
dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni sebesar 
2,5% dari biaya pelayanan kesehatan Rawat inap di kali lama bulan 
tertunggak dengan ketentuan : 
a. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan 
b. Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.0007 
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E. Fungsi, Tugas dan Manfaat (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
  Adapun Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal 5 ayat (2) 
UU No.24 Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah : 
1. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 
2. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kecelakaan kerja, 
program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hati tua. 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS 
 bertugas   untuk: 
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 
c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah. 
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. 
e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial. 
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 
kepada peserta dan masyarakat.
8
 
  Manfaat dari Jaminan Kesehatan antara lain : 
1. Setiap Peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat 
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. 
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2. Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non 
medis. 
3. Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. 
4. Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. 
5. Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang 
dibayarkan. 
6. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan 
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan (Perpres No. 12 
Tahun 2013 Pasal 20).
9
 
F. Dasar Hukum (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
Dasar hukum dari jaminan kesehatan antara lain : 
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Kesehatan. 




3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 
Jaminan Kesehatan. 
5. Perubahan Peraturan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden Presiden Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehata 
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 BAB III 
EKSISTENSI MAJELIS ULAMA DI INDONESIA 
A. Sejarah, Kedududkan dan Fungsi MUI 
Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga keagamaan yang berdiri pada 
tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M
1
 di jakarta 
sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung 
pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 di 
balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang 
diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, 
yag diketuai oleh Letjen Purn. H. Abdullah Syafe‟i dan K. H. M Syukri Ghazali.2 
MUI muncul ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada 
fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan bangsa  
Indonesia sibuk dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam 
forum Internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun 
menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia. 
Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan 
umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi 
pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan 
organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan 
dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara 
berbagai potensi untuk kemaslahatan seruluh rakyat Indonesia. 
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Sebelum MUI resmi didirikan, telah muncul beberapa kali pertemuan yang 
melibatkan para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut mendiskusikan 
gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad 
kolektif dan memberikan masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan 
masyarakat. Pertemuan-pertemuan itu diantaranya  adalah pada tanggal 30 September 
1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membentuk 
suatu majelis yang berfungsi memberikan fatwa.
3
 Kemudian pada tahun 1974 Pusat 
Dakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi untuk para Da‟i. Konferensi 
tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pentingnya pendirian majelis ulama 
dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi untuk mendirikan 
sebuah majelis ulama. 
Selain itu di pihak pemerintah pada tanggal 24 Mei 1975, Presiden Soeharto 
menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah 
menerima kunjungan Dewan Mesjid Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 
digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, yang pesertanya terdiri dari utusan 
wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat Organisasi Islam, 
sejumlah ulama Independen dan empat wakil dari ABRI. Konferensi ulama nasional 
tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh lima puluh tiga 
peserta yang hadir, deklarasi tersebut menyatakan berdirinya sebuah organisasi atau 
kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia. 
Peristiwa berdirinya MUI tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk 
penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama 
yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-indonesia, 10 
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orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas 
Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan kepolisian, serta 
13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.
4
 
Adapun kesepuluh Ormas Islam yang hadir dalam konferensi tersebut adalah 
Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili 
oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam oleh H. Syafi‟i Wira kusumah, Perti diwakili 
oleh H. Nurhasan dan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, 
Mathla‟ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su‟aidi, GUPP diwakili oleh KH. 
Qudratullah, PDTI diwakili H. Sukarsono, DMI diwakili oleh K. H. Hasyim Adnan, 
It-Ittihadiyah oleh H. Zainal Abbas.
5
 
Pertemuan alim ulama melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas 
(Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI 
pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Buya Hamka, 
tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, terpilih menjadi Ketua 
Umum MUI pertama kali yaitu untuk periode 1975-1981. Hamka memberikan dua 
alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Pertama  umat Islam harus bekerja 
sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-komunis. Kedua  




Pada awalnya berdirinya, MUI berfungsi sebagai penasehat, tidak membuat 
program-program yang praktis. MUI tidak terlibat dalam program-program praktis 
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seperti mendirikan madrasah, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung 
ormas-ormas Islam, dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Hal ini 
sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar MUI, bahwa peran MUI 
ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasehat, baik kepada pemerintah maupun 
masyarakat muslim berkaitan dengan persoalan  agama khususnya dan persoalan 
yang dihadapi negara pada umumnya, MUI juga diharapkan mampu menyemangati 
persatuan di antara umat Islam, memediasi antara pemerintah dan ulama dan 
mewakili muslim dalam mengambil keputusan-keputusan agama. 
Untuk membangun komunikasi dan menjalankan peranannya, dibangunlah 
hubungan antara MUI Pusat dan MUI Provinsi, antara MUI Provinsi dengan MUI 
Kabupaen/kota, antara MUI Kabupaten/kota dengan MUI Kecamatan, secara 
berjenjang yang bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sedangkan 
untuk menjaga kerukunan antar umat Islam dibangunlah hubungan antara MUI 
dengan organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan Islam yang bersifat konsulatif 
dan kemitraan. Organisasi MUI tidak memiliki stelset keanggotaan. MUI juga 
merupakan federasi ormas-ormas kelembagaan Islam.
7
 
 Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama (para pengurus 
Majelis Ulama Indonesia) dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di 
kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam 
hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan 
menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam 
kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di 
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luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil 
keputusan atas nama organisasi. 
 Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat 
Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi supra-
struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi 
memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 
keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah 
wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok 
di kalangan umat Islam. 
 Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk 
menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-
masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. 
Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia 
bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, 
dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan 
bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap 
Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai 
rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam). 
1. Visi dan Misi MUI 
 MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendikiawan 
muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan 





tinggi semangat kemandirian. Oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan 
peran penting MUI sebagai berikut : 
a. Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 
yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa 
robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya 
kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam 
(rahmatan lil 'alamin) 
b. Misi 
1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan 
menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu 
mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 
aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. 
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan 




Sebagaimana tercantum dalam khidmahnya yaitu membangun kehidupan 
berbangsa dan bermasyarakat, MUI berperan penting sebagai pemberi fatwa bagi 
umat Islam baik diminta maupun tidak. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI 









mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat 
beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaanya. Secara 
operasional, saat ini komisi yang ada dalam lingkungan MUI pusat melipti: 
1. Komisi fatwa 
2. Komisi ukhuwah islamiyah 
3. Komisi dakwah dan pengembanagan masyarakat Islam 
4. Komisi pendididkan dan pembinaan seni budaya Islam 
5. Komisi pengkajian dan penelitian 
6. Komisi hukum dan perundang-undangan 
7. Komisi pemberdayaan ekonomi umat 
8. Komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga 
9. Komisi informatika dan media massa 
10. Komisi kerukunan umat beragama 
11. Hubungan luar negeri 
Pasca rezim orde baru (reformasi) MUI mempunyai wajah baru, jika selama 
orde baru MUI cenderung  dinilai sebagai lembaga ulama yang berperan 
menjastifikasi agenda-agenda politik rezim (status quo), maka pada reformasi MUI 
banyak menuai kritikan sebagai lembaga institusi Islam yang sikapnya cenderung 
mencerminkan proses radikalisasi Islam yang menjadi salah satu fonomena keislaman 
Indoneisa. Menurut Ahmad Zainul Hamdi fonomena ini terlihat dalam warna fatwa-
fatwa MUI masa reformsi, ini bisa dilihat dari fatwa MUI yang dikeluarkan pada juli 





agama), doa bersama yang dipimpin oleh non muslim, serta fatwa tentang larangan 
Ahmadiyah karena dianggap sekte sesat.
9
 
B. Peran dan Tugas Lembaga Fatwa MUI 
Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus Lisan al-
„Arab karangan Ibnu Manzur disebutkan bahwa kata fatwa merupakan bentuk 
mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, 
penerangan.
10
 Al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Ma‟ruf Amin, menyatakan 
bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang 
yang mengeluarkan fatwa  dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini 
mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap 
permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang 
pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari kata al-fata atau al-futya, 
artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum , sehingga fatwa 
dalam pengertian ini diartikan sebagai pemberi penjelasan.
11
 
Kata fatwa ini juga berarti memberi penjelasan kepada (al-ibanah), dikatakan 
aftahu fi al-amr mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan 
jawaban atas persoalan yang diajukan.
12
 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam QS. An-Nisa ayat 127 sebagai berikut: 
 
                     
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Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: 




Dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa asal kata fatwa berasal dari kata 
fata, yaitu seseorang pemuda yang kuat. Seorang dikatakan sebagai mufti adalah 
orang yang mempunyai kekuatan dalam memberikan bayan (penjelasan) dan jawaban 
terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh 
seorang pemuda. Kata mufti juga dipahami sebagai orang yang berpengetahuan luas 
dalam memberikan penjabaran tentang hukum. kata fatwa juga sudah diserap menjadi 
bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa 
berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu 
masalah. Juga diartikan sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik, dan patuah.
14
 
Sedangkan secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum dari suatu 
persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi), 
baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal
15
. Fatwa 
berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak 
peminta fatwa. Sementara, dalam defenisi komisi Fatwa MUI, disebutkan bahwa 
fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai 
permasalahan yang dihadapi atau yang dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan 
pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.
16
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Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 





Tindakan memberikan fatwa disebut ifta’, yaitu suatu pekerjaan memberi 
nasehat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan mustafti. Dengan 
demikian, dalam terminologi fikih, fatwa didefenisikan sebagai keterangan-
keterangan tentang hukum syara‟ yang tidak mengikat untuk diikuti. 
Dengan demikian, fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat 
penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah , 
mu‟amalah (sosial, politik, ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan 
kontemporer, yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 
Dalam konteks tata perundangan nasional, fatwa MUI memang tidak menjadi 
bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di indonesia, bahkan dalam 
struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut mufti ataupun 
lembaga fatwa. Selain itu, hakekat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai 
sebuah pendapat hukum (legal opinion) yang daya ikatnya berbeda dengan putusan 
hukum (qadla) seperti ketetapan atau putusan hakim. 
Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi sebagai besar umat Islam Indonesia 
tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh 
dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, fatwa MUI juga menjadi rujukan dalam 
perumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 
Wahiduddin Adams,  dalam penelitian disertasinya beliau mencatat sebanyak 12 
fatwa dalam rentan waktu 1975-1997 telah diserap dalam bentuk Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun Keputusan Dirjen.
17
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MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, 
mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus di emban. Salah satu fungsi dan 
tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat 
dibutuhkan  oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali 
hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang 
kewajiban-kewajiban agama (Faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan 
tetang haram atau halalnya sesuatu.
18
 Dengan demikian, betapa penting peran ulama 
dalam memberikan fatwa pada umat, bahkan ulama merupakan pewaris para nabi 
sebagaimana sabda Nabi SAW : 
 ءامهعنا ر َثءايثو لاا ح ُتٲ ياَر( )دَاد  
Artinya: “Ulama adalah yang mewarisi para nabi.” (HR. Abu Dawud)19 
Ini berarti bahwa bahwa tugas para ulama yang terhimpun dalam (MUI) 
adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas 
para ulama adalah mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan 
meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau biasa disebut amar ma’ruf nahi 
munkar. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT., dalam QS. Al-Imran (3): 104 
 
                          
           
Terjemahnya: 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
 kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah  dari yang 
 munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali  Imran (3): 104)  20  
                                                          
 
18Ma‟ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, h.21 
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Sulaiman bin al-Asy‟ats Abu Daud al-Sijistani al-Azadi, Sunan Abi Dawud (T,tp: Dar al-
Fikr, t.th) juz II, h. 341 hadist Nomor 3641 
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 Dengan posisi yang strategis inilah maka fatwa-fatwa MUI yang ditetapkan 
Majelis Ulama Indonesia mempunyai daya serap yang sangat tinggi dibanding 
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam. Keberadaan komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan dapat 
menjawab segala permasalahan hukum yang senantiasa muncul dan semakin 
kompleks, yang dihadapi umat Islam Indonesia. Tugas yang yang diemban komisi 
fatwa yakni memberikan fatwa (ifta’) yang bukan pekerjaan mudah karena 
mengandung resiko yang sangat berat yang akan dipertanggungjawabkan kepada 
Allah SWT. 
Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat 
yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul al Faiqh membahas maslah ifta’ 
dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan 
berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan 
tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus 
mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan 
berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau duga-dugaan 
yang tidak ada dasarnya pada dalil. Fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga 
yang mempunyai kompetensi, karena fatwa yang dikeluarkan secara sembarangan 
akan melahirkan tindakan tahakkum (perbuatan membuat-buat hukum) dan tasyarru’ 
(membuat-buat syari‟at baru), kedua hal tersebut dilarang sebagaimana firman Allah 






                          
                              
Terjemahnya; 
 dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
 lidahmu secara dusta „ini halal dan ini haram‟, untuk mengada-adakan 
 kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada- ada 




C. Ruang Lingkup Fatwa MUI 
Ruang lingkup fatwa MUI adalah wilayah di mana dimungkinkan dilakukan 
ijtihad, yang telah diintrodusir oleh ahli Ushul Fiqh. Secara garis besar hukum Islam 
itu ada yang sudah diketahui secara jelas dan tidak lagi memerlukan penafsiran 
(qath’i al-Dalalah) dan ada pula yang baru diketahui melalui ijtihad (qath’i al-
Zhanni). Dalam mendefenisikan ijtihad para ahli ushul fiqh berbeda pendapat, 
diantaranya ijtihad didefenisikan: ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan 
secara maksimal yang dilakukan seorang ahli fiqh (faqih) untuk mendapatkan 
pengetahuan tingkat zhanni (dugaan kuat) tentang hukum syar’i ( hukum Islam) 
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari ijtihad adalah 
untuk menggali dan mengetahui hukum Islam yang berstatus zhanni, dengan kata lain 
bahwa ijtihad itu hanya berlaku dalam masalah yang secara eksplisit belum ada dalam 
nash al-Qur‟an dan hadist, serta masalah-masalah yang ada dalam kedua sumber 
tersebut, tetapi termasuk dalam kategori zhanni baik tsubut ataupun dilalahnya, juga 
dalam kasus yang belum ada ijma ulama. 
Jika pada masa lampau keberadaan dan peran para mujtahid didambakan umat 
Islam, tentunya pada masa sekarang keberadaan, peran dan kreatifitasnya sangat 
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diharapkan. Sebagaimana para mujtahid pada masa lalu mampu menyelesaikan 
permasalahan yang muncul pada masanya, maka mujtahid pada masa sekarang 
dituntut harus mampu meyelesaikan masalah-masalah kontemporer, terutama setelah 
adanya perubahan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Oleh karena itu, menurut Abu Zahra, ruang lingkup fatwa lebih khusus 
dari ijtihad, karena muncul baik ada pertanyaan atau tidak. Sementara fatwa secara 




Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, dalam bab VI 
disebutkan bahwa kewenangan dari fatwa MUI adalah masalah-masalah keagamaan 
secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut 
kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
23
 
D. Kekuatan Fatwa MUI 
Telah dijelaskan bahwa yang difatwakan atau materi fatwa itu adalah hukum 
syara‟ yang diperoleh melalui ijtihad. Dalam hal ini mufti sama kedudukannya 
dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum kepada umat. Fatwa disampaikan mufti 
dengan ucapannya setelah menerima pertanyaan dari umat . sedangkan qadhi atau 
hakim menyampaikan hukum melalui putusan hukum atau dalam proses persidangan 




Namun, secara umum perbedaan antara fatwa dan qadla atau putusan hakim 
antara lain bahwa putusan hakim bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh 
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menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syari‟at Islam. 
Sedangkan fatwa lebih bersifat normatif (ikhbar) tentang ketentuan Allah yang 
menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan. 
 Dengan demikian, bahwa kekuatan hukum fatwa tidak mengikat dan tidak 
mempunyai sanksi resmi bagi orang yang tidak menjalankannya, ini merupakan salah 
satu karakter atau ciri khas fatwa, yaitu tidak mengikat.
25
 Muchtar Ali mengutip 
pendapat ahli ushul fiqh al-Hattab pengarang kitab Mawahib Syarh Mukhtasar khalil 
mengatakan bahwa ifta atau fatwa yaitu penerapan hukum syara‟ bukan wajib untuk 
diikuti, sejalan dengan pendapat ini Muhammad bin ali bin al-Marhum Hussayn 
penulis kitab Tahzib al-Furuq wa al-Qawa’id al-Sunniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah 
menjelaskan bahwa fatwa bermaksud semata mata menerangkan mengenai hukum-
hukum Allah pada kewajiban dan keharusan.
26
 
Ali Hasballah dalam kitabnya ushul al-tasyri’ al- islam mengatakan bahwa 
pandangan ulama dalam bentuk fatwa tidak mengikat, karena dua alasan yaitu: 
pertama, berupaya untuk beristinbat hukum dan yang tidak mampu untuk berbuat 
demikian, alasan lain adalah telah menjadi adat sejak dulu orang-orang pergi ke 
ulama untuk bertanya hukum, dan menjadi kewajiban ulama untuk menjawab 
pertanyaan itu. Namun tidak menjadi tanggung jawab mereka untuk melaksanakan 
fatwa ulama tersebut sehingga merasa yakin dan puas hati dengan ulama tersebut. 
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Dari penjelasan di atas sudah menunjukan bahwa fatwa tidak secara langsung 
mengikat terhadap peminta fatwa, namun di pahami bahwa dalam kehidupan di masa 
kontemporer saat ini terutama di Indonesia fatwa merupakan suatu hal yang sangat 
penting dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup walaupun belum di 
undangkan sebagai suatu aturan hukum yang mengikat secara umum. 
E. Fatwa MUI  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V 
TENTANG MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL 
FIQHIYAH MU’ASHIROH) 
 
         
 Ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa  se-Indonesia   V  yang  diselenggarakan  di   
Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 
Sya‟ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :28  
  
Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 
kemasyarakatan,  banyak   masalah   kontemporer   
yang   terkait   dengan   masalah    strategis    
kebangsaan,    baik    yang    terkait    dengan    masalah 
kenegaraan,  kebangsaan,  maupun  keumatan  yang  
muncul  dan dihadapi bangsa Indonesia; 
2. bahwa  terhadap  masalah  tersebut  banyak  yang  
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beririsan  dengan masalah keagamaan dan 
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, 
zu‟ama dan cendekiawan muslim;  
3. bahwa  terhadap  masalah  tersebut  diperlukan  jawaban  
hukum berupa  keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi  
Fatwa  untuk  dijadikan pedoman. 
Mengingat:  
 
1. Firman Allah SWT, antara lain : 
a. QS. Al-Baqarah (2): 275-280 
            
            
                    
                  
                        
                      
                  
                
              
              
                 
                    
                   
           
            






       
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 
tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 
mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orangorang 
yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui.
29
 
b. QS. Ali „Imran (3): 130 
                 
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                 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 




c. QS. An Nisa‟ (4): 36-39 
                  
                   
                 
                 
                     
            
               
                     
              
                 
                       
               
         
Terjemahnya: 
Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. dan 
berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 
teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 
sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
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orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. 
(37) (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh 
orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan 
karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada 
mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-
orang kafir siksa yang menghinakan. (38) Dan (juga) 
orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka 
karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang 
tidak beriman kepada Allah dan kepada hari 
kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu 
menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman 
yang seburuk-buruknya. (39) Apakah 
kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman 
kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan 
sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada 




d. QS. Al-Baqarah (2): 177 
               
               
                
                
                  
          
                    
                 
     
Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
                                                          





kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan(memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan 
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 




e. QS. At Taubah (9): 71 
             
           
        
                  
           
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah 
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. 
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 




f. QS. Al-Maidah (5): 2 
                
          
Terjemahnya: 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
34
 
Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk 
kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, 
budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di 
jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta 
penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya 
terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh 
manhaj Ilahi seperti memberikan harta kepada kerabat dan 
anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu 
ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum 
yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat 
sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera 
kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling 
menolong satu sama lain.
35
 
2. Hadis Nabi SAW, antara lain: 
Diantara nash yang menunjukkan jaminan sosial 
adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:  
a. Hadis Nabi 
 ْم ٌِ ِدا َُ َذ ََ  ْم ٍِ ِمِحاََرذ ِّف َهْيِىِمْؤُمْنا ََِرذ َِمثَمَك ْم ٍِ ِفِطاََعذ ََ
ِّمَحنْا ََ  ِر ٍْ َّسناِت ِيِدَسَج ِِرئاَس ًَُن ا ًُ ْضَع ََّكرْشا َاذِإ ِدَسَجْنا 
Artinya: 
Engkau  melihat orang-orang yang beriman di dalam 
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saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. 
Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh 
tubuh tidak bisa tidur dan demam".   
b. Hadis Nabi 
. ًِ ِسْفَىِن ُةُِحي اَم ًِ ْيَِخِلِ َةُِحي َّّرَح ْمُُكدََحأ ُهِمُْؤي َلا 
Artinya: 
Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia 
mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya 
sendiri.  
 
c. Hadis Nabi 
  
 ْهَم ََ  ًَُن ُر ٍَ ْظَي َلا ْهَم ًِ ِت ُدَْعيْهَف َر ٍَ َظ ًمْضَف  ًَُعَم َناَك ْهَم
 ًَُن َداَز َلا ْهَم َّ هِع ًِ ِت ُدْعَيْهَف َداَز َهِم ًمْضَف ًَُن َناَك 
Artinya: 
Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan – 
yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, 
hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu 
kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan 
barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal 
makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang 
yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa.
36
 
d. Hadis Nabi 
 ْهَع ،ًُهَّكَؤُم ََ  اَت ِّرنا اََكأ صلى الله عليه وسلم الله ُل ُْ ُسَر َهََعن :َلاَق ،الله ِدْثَع
 اَىْعِمَس اَِمت ُز ِّدَُحو اَمَّوِإ َلاَق ًِ َْيد ٌِ اَش ََ  ًُُثِذاَك ََ  ُدُهق َلاَق
 َهََعن بات ،حقاسمنا بارك ,ًحيحص يف مهسم ياَر(
 َّهَس ََ  ًِ ْيَهَع ِلله َّّهَص الله ُل ُْ ُسَر ،ًَُهِك ْؤُم ََ  اَت ِّرنا َمَِكأ َم
مقر2994)) 
Artinya: 
Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. 
melaknat orang yang memakan (mengambil) dan 
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memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: 
“(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang 
menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?” 
Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan 
apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).  
e. Hadis Nabi 
 َن :لاق رتاج هع َلاَق ،ًُهَّكَؤُم ََ  اَت ِّرنا اََكأ صلى الله عليه وسلم الله ُل ُْ ُسَر َهَع
 ياَر( اَىْعِمَس اَمِت ُز ِّدَُحو اَمَِّوإ َلاَق ًِ َْيد ٌِ اَش ََ  ًُُِثذاَك ََ  ُدُهق
 الله ُل ُْ ُسَر َهََعن بات ،حقاسمنا بارك ,ًحيحص يف مهسم
 ُم ََ  اَت ِّرنا َمَِكأ َمَّهَس ََ  ًِ َْيهَع ِلله َّّهَصمقر ،ًَُهِك ْؤ2995 ) 
Artinya: 
Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat 
orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 
menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia 




f. Hadis Nabi 
 ًيهع الله ّهص الله ُل ُُ ُسَر َلاَق :َلاَف ،َجَرْيَرٌُ  ْيَِتأ ْهَع
 ًُُهُْكاَي ْمَن ْهََمف اَت ِّرنا َن ُْ ُهُْكُأي ٌناَمَز ِساَّىنا ّهَع ْيِْذأَي مهسَ
 ،عيثنا بارك ،ًىىس يف يئاسىنا ياَر( ِيِراَثِغ ْهِم ًَُتاًَصأ
مقر ،ةسكنا يف خاٍيشنا باىرجا بات4379 ) 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah 
bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu 
masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. 
Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan 
terkena debunya.” (HR. al-Nasa‟i(. 
g. Hadis Nabi 
 َرْيَرٌُ  ْيَِتأ ْهَع َمَّهَس ََ  ًِ َْيهَع ُالله َّّهَص ِالله ُل ُْ ُسَر َلاَق :َلاَق َج
 ياَر( ًُ َُّمأ ُمُج َّرَنا َحِكَْىي َْنأ اٌَ ُرَسَْيأ ًات ُْ ُح َن ُْ ُعْثَس اَت ِّرَنا
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 يف ظيهغرنا بات ،خاراجرنا بارك ،ًىىس يف ًجم هتا
مقر ,اترنا2265 ) 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah 
bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya 
yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang 
yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah). 
h. Hadis Nabi 
 اَت ِّرنا َلاَق صلى الله عليه وسلم ِالله َل ُْ ُسَر ََّنأ ٍد ُْ ُعْسَم ْهِت الله ُدْثَع ْهَع َُحثََلَث
 بات راجرنا بارك ،ًىىسَ ًجم هتا ياَر( ًاتاَت َن ُْ ُعْثَس ََ
مقر ،اترنا يف ظيهغرنا2266 )   
Artinya: 
Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: 
“Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, 
macam).” (HR. Ibn Majah).38 
i. Hadis Nabi 
الله ُدْثَع ْهَع اَت ِّرنا َمِكك َهََعن صلى الله عليه وسلم ِالله َل ُْ ُسَر ََّنأ ٍد ُْ ُعْسَم ْهِت 
 بارك ،ًىىسَ ًجم هتا ياَر( ًَُِثذاَك ََ  ًِ َْيد ٌِ اَش ََ  ًًُهِكَؤُم ََ
مقر ،اترنا يف ظيهغرنا بات راجرنا2268   ) 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Mas‟ud: “Rasulullah s.a.w. 
melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, 
memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang 
yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah). 
j. Hadis Nabi 
 ّهَع َّهَّيِْذأََين :صلى الله عليه وسلم الله َل ُْ ُسَر َلاَق ،َلاَق َجَرْيَرٌُ  ْيَِتأ ْهَع
 ْم ٍُ ْىِم َّقَْثي َلا ٌناَمَز ِساَّىنا  ُمُْكأَي ْمَن ْهََمف اَت ِّرنا ُمِكك َلاِإ ٌدََحأ
 راجرنا بارك ،ًىىسَ ًجم هتا ياَر( ِيِراَثُغ ْهِم ًَُتاََصأ
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مقر ،اترنا يف ظيهغرنا بات2269 ) 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah 
bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat 
manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di 
antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. 
Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia 
akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).  
3. Pendapat para Ulama:39 
a. Ijma‟ Ulama 
Adapun dalil Ijma‟ adalah sesungguhnya kaum 
muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk 
saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka 
bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, 
menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-
orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi 
kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan 
terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz 
dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki 
(orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq 
(orang yang  berhak menerima zakat). 
b. Dalil Aqli 
Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah 
telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman 
pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin 
satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, 
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persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang 
lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, 
kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang 
terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat 
Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup 
seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana 
kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak 
terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan 
tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada 
perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya 
runtuhlah bangunan sosial di masyarakat. 
Memperhatikan:   
 
1. Pidato  Wakil  Presiden  RI  dalam  acara  Pembukaan  
Ijtima  Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. 
2. Pidato  Iftitah  Ketua  Umum  MUI  dalam  acara  
Pembukaan  Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. 
3. Paparan  Menteri  Agama  RI,  H.  Lukman  Hakim  
Saifuddin,  M.Si, Direktur  Badan  Peradilan  Agama  
MA  RI,  Hakim  Mahkamah Konstitusi,  Dr.  H.  
Wahiduddin  Adams,  dan  Wakil  Ketua  DPR RI,  H.  
Fahri  Hamzah  dalam  Sidang  Pleno  Ijtima  Ulama  
Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan 
Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. 
4. Paparan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN,  Ferry  





Komisi  Fatwa  se-Indonesia mengenai    Penguasaan    
Lahan    dan    Sumber    Daya    untuk Kemakmuran 
Umat; 
5. Paparan  Perwakilan  polisi  dalam  Sidang  Pleno  
Ijtima  Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai 
Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan 
Radikalisme di Indonesia. 
6. Paparan  Wakil  Direktur  BPJS,  dan  direktur  IKNB  
OJK  dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 
se-Indonesia  mengenai Jaminan Kesehatan Secara 
Syariah; 
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, 
dan Ketua Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sidang  Pleno  
Ijtima  Ulama  Komisi Fatwa  se-Indonesia  mengenai  
Janji  Pemimpin  Kepada  Rakyat: Kontrak 
Kemaslahatan dan Kesejahteraan. 
8. Paparan  Dr.  Lukamnul  Hakim  dalam  Sidang  Pleno  
Ijtima  Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai 
Istihalah. 
9. Penjelasan  Ketua  Tim  Materi  Ijtima  Ulama  Komisi  
Fatwa  se-Indonesia V. 
10. Pendapat  dan  masukan  yang  berkembang  dalam  







Menetapkan :  
 
1. Hasil  Sidang  Komisi B2  tentang  Masalah-masalah 
Fikih  Kontemporer  (Masail Fiqhiyah Mu‟ashiroh) 
yang meliputi; Panduan Jaminan Kesehatan Nasional 
dan BPJS Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan 
Manfaat Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; 
Istihalah. 
2. MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 
24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI juga bersyukur 
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 
telah melakukan berbagai upaya, program, dan 
kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses 
masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin 
banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat 
program BPJS tersebut. 
3. Namun program ini termasuk modus transaksional 
yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS 
Kesehatan  dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh 
mu‟amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 
secara umum program BPJS Kesehatan belum 
mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam 





atau akad antarpara pihak. 
4. Menjadikan   hasil-hasil   Ijtima   yang   terlampir   
dalam   Keputusan   ini   sebagai pedoman, baik 
dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan 
keseharian. 
5. Menghimbau semua pihak  untuk   menyebarluaskan   
hasil   Ijtima  ini   kepada masyarakat untuk dijadikan 
pedoman. 
6. Keputusan   ini   berlaku   pada   saat   ditetapkan,   
dan jika di kemudian hari membutuhkan 
penyempurnaan, maka akan dilakukan 














1. Secara prinsipil, peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia hendaknya memenuhi tiga 
persyaratan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dalam 
konteks filosofis harus sesuai dengan nilai-nilai hidup 
bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai 
keagamaan (termasuk ajaran Islam) dan dasar negara 
Pancasila yang dirinci dalam UUD 1945. Dalam tinjauan 
yuridis, setiap peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi proses dan mekanisme yuridis yang berlaku. 
























undangan harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan 
kepentingan masyarakat. 
2. Atas dasar itu, MUI mengingatkan lembaga pembentuk 
peraturan perundang undangan, termasuk DPR dan 
Presiden, agar senantiasa berikhtiar memenuhi tiga syarat 
tersebut ketika merumuskan, membahas, dan membentuk 
perundangundangan. Apabila sampai saat ini masih 
terdapat beberapa UU (baik bagian dari UU atau UU 
secara keseluruhan) dinyatakan bertentangan dengan 
UUD 1945 sehingga dibatalkan keberlakuannya oleh 
Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut membuktikan 
sebagian UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden tidak 
mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945, tetapi kepada 
paham dan ideologi dan kepentingan lain yang tidak 
sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945, 
seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan pasar 
bebas. 
    
 
   Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah 
   Pada tanggal : 21 Sya‟ban 1436 H 
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ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJLEIS ULAMA 
INDONESIA TENTANG BPJS KESEHATAN 
 
A. Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan. 
 Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran 
yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat 
Indonesia. Pemerintah telah bersungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya untuk 
meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitasi. Peran tersebut pada dewasa ini semakin dituntut akibat adanya 
perubahan-perubahan epidemiologik penyakit, perubahan struktur organisasi, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosio-ekonomi 
masyarakat dan pelayanan yang lebih efektif, ramah dan sanggup memenuhi 
kebutuhan mereka. 
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang 
perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan yang 
cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan peraturan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan. Agar 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka 
pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya; tersedia dan 








pada-rumah-sakit-umum/ (27 Juni 2016) 
57 
 
Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan 
yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang 
memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan pasien sehingga dapat memperoleh kepuasan yang ada pada akhirnya dapat 
meningkatkan kepercayaan pada rumah sakit melalui pelayanan prima. Melalui 
pelayanan prima, rumah sakit diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) dengan pelayanan bermutu, efisien, inovatif dan 
menghasilkan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  tentang  
perlindungan pasien. 
 Bentuk pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan 
(provider) disadari sering terjadi perbedaan persepsi. Pasien mengartikan pelayanan 
yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya 
ramah yang mana secara keseluruhan memberikan kesan kepuasan terhadap pasien. 
Sedangkan provider mengartikan pelayanan yang bermutu dan efesien jika pelayanan 
sesuai dengan standar pemerintah. Adanya perbedaan persepsi tersebut sering 
menyebabkan keluhan terhadap pelayanan  
 Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri 
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan 
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.
2
 
 Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dan 
jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor yakni: 
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1. Pengorganisasian pelayanan; pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara 
sendiri atau bersama-sama sebagai anggota dalam suatu organisasi. 
2. Tujuan atau ruang lingkup kegiatan; pencegahan penyakit, memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan, penyembuhan/ pengobatan dan pemulihan 
kesehatan. 
3. Sasaran pelayanan; perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 
 Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang 
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan rumah sakit 
berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 
yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, 
penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus 
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit harus 
berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai tingkat 
kebutuhannya. 
 Sebuah rumah sakit didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, 
tindakan medis atau non medis, dan tindakan diagnosis lainnya yang dibutuhkan oleh 
masing-masing pasien dalam batas-batas kemampuan teknologi dan sarana yang 
disediakan di rumah sakit.
3
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 Disamping itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 
cepat, akurat, dan sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran sehingga dapat 
berfungsi sebagai rujukan rumah sakit sesuai dengan tingkat rumah sakitnya. 
 Pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan pelayanan berupa 
pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan administrasi, pelayanan 
gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan 
untuk dapat disebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan, baik dari jenis pelayanan 
kesehatan kedokteran maupun dari jenis pelayanan kesehatan masyarakat harus 
memiliki berbagai syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah: 
1. Tersedia dan berkesinambungan 
 Syarat yang pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan 
kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat dan muda dijangkau, baik dari segi 
sarana dan prasarana, serta bersifat berkesinambungan. 
2. Dapat diterima dan wajar 
 Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah dapat diterima oleh 
masyarakat serta bersifat wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak 
bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 
3. Mudah dicapai 
 Syarat pokok yang ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah 
dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi). 
4. Mudah dijangkau 
 Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah 
dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini 
termasuk dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus 
60 
 





 Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian yang 
dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai 
jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode 
etik serta standar yang telah ditetapkan. 
 Dalam upaya pelayanan di rumah sakit, maka pasien yang memperoleh jasa 
pelayanan memiliki harapan tertentu. Bila jasa rumah sakit yang diterimanya dapat 
memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dalam waktu ke waktu tumbuh 
pemikiran dalam diri pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan rumah sakit yang 
efektif dan memiliki mutu. 
Pelayanan publik  ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
untuk menjalankan undang-undang. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk 
pelayanan publik  seharusnya mengacu pada tujuan promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitas yang akan meningkatkan kualitasnya. Dalam usahanya menigkatkan 
kesehatan pemerintah membuat kebijakan baru berupa BPJS Kesehatan yang Per 
Januari 2014 sudah aktif yang berlandaskan PMK RI  NO 71 Tahun 2013  tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam adanya BPJS ini 
pemerintah mengusahakan jaminan kesehatan demi peningkatan layanan kesehatan, 
pihak penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan sejenisnya beserta 
pemerintah untuk bekerja samadengan baik agar meningkatkan pelayanan publik 
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Dalam pelayanan kesehatan ini pemerintah membuat kebijakan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang baru yaitu BPJS Kesehatan yang semua warga 
Indonesia dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh jaminan kesehatan ini. BPJS 
Kesehatan adalah badan hukum uang dibentuk untuk menyelnggarakan program 
jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan ini mulai 
beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini merupakan jaminan 
sosial yang masuk juga dalam ruang lingkup pelayanan publik  yang akan juga 
berpengaruh juga dalam pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan publik 
yeng menjadi tanggung jawab pemerintah.
6
 
 BPJS Kesehatan sebagai salah satu Jaminan  Kesehatan Nasioanl (JKN) yang 
menggantikan PT Askes Persero dan penggantiannya dengan proses pengalihan aset 
liabilitas dan kewajiban dari PT Askes Persero ke BPJS Kesehatan. Mempunyai 
prinsip sebagai JKN yaitu: kegontongroyongan antara pasien kaya dan miskin yang 
sehat dan yang sakit, yang muda dan yang tua, serta yang beresiko tinggi dan rendah, 
kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan presentase 
penghasilan untuk pekerja yang menerima upah dan jumlah nominal yang tertentu 
untuk pekerja yang tidak menerima upah serta di kelola dengan prinsip nirlaba. 
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Fonomena di masyarakat menunjukan bahwa Penerapan BPJS Kesehatan sebagai 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada kenyataannya banyak mengalami kendala, 
baik dari segi sistem maupun kendala teknis. Banyaknya pemberitaan penolakan 
pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, 
diantaranya pemberitaan bahwa terdapat pembedaan kualitas penanganan yang 
diberikan antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien umum.  
Selain buruknya sistem dan teknis pelayanan, pemberitaan yang menyiarkan 
tentang penolakan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan semakin memperburuk 
citra Jaminan Kesehatan Nasional sebagai penyelenggara BPJS Kesehatan. Penolakan 
pelayanan terhadap pasien menyimpang dari konsep pelayanan publik yang bertujuan 
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penolakan pada pasien BPJS Kesehatan ini 
juga menyimpang dari hak seseorang dalam bidang kesehatan yaitu hak memperoleh 
pelayanan dibidang kesehatan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan tepatnya menyimpang pada pasal 5 ayat 2. 
Adanya aturan tentang pelayanan pubik yng sudah tercantum dalam UU No 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan mampu mengatur perbaikan 
pelayanan publik secara merata. Namun pada kenyataannya pelayanan tersebut masih 
jauh dari harapan publik. Hal karena masih adanya diskriminsi, serta tidak adanya 
kemudahan dalam pelayanan. Pelayanan kesehatan yang berasaskan kemanusiaan dan 
non diskriminasi bisa terwujud apabila pemerintah mampu memenuhi tanggung 
jawabnya dibidang kesehatan yang tercantum daam UU No. 36 Tahun 2009 tenang 
Kesehatan dimana pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan 
kesehatan melalui jaminan sosial.
7
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Dari berbagai pemberitaan yang di kemukakan di atas,  membuat kepercayaan 
dan rasa aman dari suatu pelayanan kesehatan akan menurun karena tindakan medis 
yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan akan berakibat buruk 
bagi pasien. 
 Masalah lain yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah seringnya terjadi error 
system dalam penggunaan online dalam pendaftaran keikutsertaan BPJS Kesehatan 
sehingga sering terjadi keterlambatan. Selain itu akan berakibat kepada keterlambatan 
dalam pembayaran iuran yang bisa merugikan pasien yaitu terkena denda. 
Kelambanan sistem ini tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yaitu kecepatan dan 
kemudahan. 
 Dari permasalahan yang dihadapi dalam implementasi BPJS Kesehatan 
adalah: pertama pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat merangkul lebih banyak 
pihak baik rumah sakit, klinik, dan sebagainya yang kaitanya dengan penyedia 
fasilitas kesehatan agar tidak ada lagi penolakan terhadap pasien dan memenuhi 
kewajiban kepada pihak rumah sakit dan sejenisnya agar terjalin komunikasi yang 
baik antara pihak BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit. Kedua baik pihak rumah 
sakit maupun pihak BPJS Kesehatan sama-sama menetapkan standar pengobatan agar 
dapat meningkatkan suatu pelayanan kesehatan. Ketiga pihak BPJS Kesehatan 
diharapkan bisa meningkatkan sistem layanan agar pelayanan dapat cepat dan mudah. 
Pemerintah sebagai regulator dan pengawas diharapkan mampu membuat regulasi 
yang kuat agar dapat dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan dan mengawal secara 
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B. Analisis Yuridis Terhadap Pendanaan BPJS Kesehatan 
 Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS kesehatan yang 
dimulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014 banyak menuai permasalahan. Dalam 
kurun waktu dua bulan diberlakukannya JKN, yaitu sepanjang bulan Januari sampai 
bulan Februari pemerintah sendiri, pelaksana teknis, dan terutama rakyat banyak 
dibingungkan dengan prosedur pelaksanaan JKN ini. Yang paling miris adalah 
msyarakat yang seharusnya membutuhkan pelayanan/penanganan cepat di rumah 
sakit harus tertunda mendapatkan pelayanan karena adanya prosedur baru dalam 
mekanisme pelayanan pasien. Hal ini membuat masyarakat kebingungan untuk 
mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan efisien. Persolan ini diakibatkan 
kurangya sosialisasi terhadap prosedur pelaksanaan JKN/BPJS kesehatan. Disamping 




1. masih membebankan pembelian obat bagi pasien padahal dalam paket 
Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) sudah termasuk pelayanan obat 
dengan acuan Formularium Nasional (Formas) yang merupakan daftar obat 
yang disusun oleh kementrian kesehatan RI yang menjadi acuan pelayanan 
obat di seluruh rumah sakit yang terdaftar sebagai pelaksana JKN. 
2. Kepesertaan BPJS kesehatan yang terkait prosedur pendaftaran yang minim 
sosialisasi serta masih minimnya lokasi pendaftaran sehingga membuat 
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peserta pendaftar JKN menumpuk. Di samping itu persoalan juga muncul 
terkait kepesertaan anggota asuransi kesehatan (Askes) yang harus mendaftar 
kembali menjadi anggota JKN dan transformasi JPK Jamsostek ke JPJS 
kesehatan meninggalkan peserta JPK pekerja mandiri yang tidak otomatis 
menjadi peserta BPJS kesehatan. Padahal jelas dalam UU No 24 Tahun 2011 
tentang BPJS sangat jelas dinyatakan peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi 
BPJS kesehatan. 
3. Pelayanan kesehatan yang membingungkan karena adanya perubahan 
prosedur dan minimnya sosialisasi, sehingga banyak pasien yang 
dibingungkan dan tidak mendapatkan pelayanan yang cepat dan efesien. 
Terkait pendanaan, banyak rumah sakit dan pelaksana JKN mengeluhkan 
ketidak sesuaian biaya pengebotan dan harga obat dengan standar harga obat 
yang tercantung dalam Formas, karena selama ini yang menjadi patokan 
dokter dan rumah sakit adalah Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) bukan 
ketentuan Formas. Disamping itu pemerintah masih menunggak pembayaran 
rumah sakit yang melayani BPJS kesehatan.
10
 
 Beberapa masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan BPJS 
kesehatan terkesan dipaksakan dan kejar target. Kalau kita lebih kritis dalam menilai 
pelaksanaan BPJS kesehatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai kewajiban 
melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, tentunya pelaksanaan BPJS kesehatan 
jauh dari harapan terhadap tanggungjawab negara untuk melaksanakan jaminan sosial 
bagi rakyatnya. Pelaksanaan BPJS kesehatan sejatinya adalah pengalihan 
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tanggungjawab negara terhadap jaminan sosial rakyat kepada pundak rakyat. Hal ini 
bisa kita lihat dari mekanisme pelaksanaan BPJS kesehatan dengan menggunakan 
sistem asuransi kesehatan. Artinya negara hanya sebagai regulator atau lembaga 
asuransi (lebih mirip perusahaan asuransi) dan rakyat sebagai peserta wajib asuransi. 
Mekanisme ini tentunya bias tanggung jawab terhadap kewajiban negara dalam 
menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal Pasal 
28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. dan ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Artinya cukup 
jelas bahwa negaralah yang bertanggungjawab dalam memberikan jaminan sosial 
kepada rakyatanya demi tercapainnya derajat kemanusiaan. Di samping mandat yang 
termuat dalam pasal 28H tersebut, tanggungjawab negara terhadap jaminan sosial 
untuk rakyat ditegaskan dalam pasal 34 UUD 1945. dalam pasal 34 bahawa (1) Fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan 
sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara 
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak.
11
 
 Bila kita cermati tata kelola pelaksanaan BPJS kesehatan berdasarkan regulasi 
yang menaunginya, cukup jelas bahwa amanat pasal 28H dan pasal 34 kitab UUD 
1945 telah diabaikan. Kewajiban negara/pemerintah untuk melaksanakan jaminan 
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sosial kepada rakyat dilakukan dengan mekanisme asuransi kesehatan. Hal ini 
dikehendaki oleh ketentuan UU No 40 Tahun 2014 bahwa BPJS kesehatan 
dilaksankan dalam bentuk asuransi sosial seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 
(1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 
sosial dan prinsip ekuitas. (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan 
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi dan 
Ekuitas dalam pelaksanaan BPJS kesehatan menegaskan bahawa rakyat wajib 
membayar atas jaminan kesehatan yang akan diperolehnya. Sesuai dengan pengertian 
ekuitas bahwa setiap peserta yang membayar iuran akan mendapatkan pelayanan 
kesehatan sebanding dengan iuran yang akan dibayarkan.  
 Prinsip asuransi dan prinsip ekuitas dalam pelaksanaan BPJS kesehatan 
tersebut juga ditegaskan pada Pasal 1 UU No 40 Tahun 2014 tentang SJSN pada 
penjelasan umum poin tiga dan empat dimana yang dimaksud dengan Asuransi sosial 
adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari 
iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa 
peserta dan/atau anggota keluarganya. Pengumpulan dana yang disebut sebagai iuran 
merupakan tabungan wajib bagi rakyat. Adapun yang dimaksud dengan Tabungan 
wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. 
 Dengan ketentuan wajib yang disebutkan dalam penjelasan umum pasal 1 
poin 3 dan 4 UU No. 40 Tahun 2014 tersebut, menegaskan bahwa kewajiban negara 
untuk melaksanakan jaminan sosial (terutama kesehatan) dilimpahkan menjadi 
kewajiban rakyat dengan menempatkan rakyat untuk wajib membayar iuran demi 
melaksanakan sistem jaminan sosial. Artinya pemerintah seakan memosisikan dirinya 
68 
 
sebagai makelar asuransi yang bertugas memungut uang rakyat yang digunakan untuk 
melaksanakan jaminan sosial yang seharusnya tanggung jawab pemerintah sendiri, 
bukan rakyat. Kewajiban membayar iuran oleh rakyat kepada pemerintah untuk 
dialihkan dari tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab rakyat ditegaskan 
dalam Pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN).
12
 Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa (1) Setiap peserta wajib 
membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau 
suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari 
pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran 
tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. (3) Besarnya 
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis 
program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan 
dasar hidup yang layak. 
 Sikap pemerintah yang mengalihkan tanggungjawabnya kepada rakyatnya 
dalam melaksanakan jaminan sosial dilakukan dengan menetapkan seluruh rakyat 
sebagai anggota wajib/nasabah wajib bagi asuransi sosial berwajah program BPJS 
kesehatan. Pemaksaan kehendak pemerintah untuk memungut dana kepada rakyat 
dikuatkan dalam pasal 16, 17 dan pasal 20 dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang 
SJSN yang masing-masing berbunyi bahwa Pasal 16 (1) Setiap orang, selain Pemberi 
Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan 
dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya 
sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. 
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Pasal 17 ayat (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), 
dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa: (a. teguran tertulis, (b. denda dan/atau (c. tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu. Serta Pasal 20 ayat (1) Peserta jaminan kesehatan adalah 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. (2) 
Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. (3) Setiap 




 Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat dengan jelas bagaimana pemerintah 
berusaha untuk memaksakan kehendak dalam memungut dana penyelenggaraan 
penjaminan sosial terhadap rakyat. Logikanya adalah jaminan sosial yang 
dilaksanakan pemerintah saat ini merupakan mekanisme menguras uang rakyat untuk 
menanggung pemberian jaminan sosial kepada seluruh rakyat. Artinya tidak ada 
tanggung jawab pemerintah sama sekali dalam penyelenggaraan sistem jaminan 
sosial tersebut termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan BPJS kesehatan. Yang 
terjadi adalah tangggungan rakyat terhadap rakyat lainnya dengan mekanisme 
asuransi sosial dan tabungan wajib seperti yang disebutkan di pasal sebelumnya. 
 Mekanisme inilah yang kemudian dikatakan pemerintah sebagai sistem 
gotong royong dalam pelaksanaan SJSN maupun BPJS kesehatan. Jika rakyat tidak 
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melaksanakan kehendak ini maka pemerintah akan memberikan sanksi administratif 
dalam bentuk tidak mendapatkan layanan publik kepada rakyat.  
 Harapan rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis melalui program 
SJSN yang dilaksanakan dalam bentuk BPJS kesehatan nampak akan hanya menjadi 
mimpi belaka. Sejatinya pelaksanaan BPJS kesehatan bukanlah jaminan kesehatan 
gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, namun pelaksanaan BPJS 
kesehatan sejatinya adalah asuransi sosial dan memiliki mekanisme ekuitas seperti 
yang dijelaskan sebelumnya. Artinya untuk mendapatkan program BPJS kesehatan 
atau jaminan sosial lainnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 18 UU No. 40 Tahun 
2014 tentang SJSN bahwa jenis program jaminan sosial meliputi : a) jaminan 
kesehatan, b) jaminan kecelakaan kerja, c) jaminan hari tua, d) jaminan pensiun dan 
e) jaminan kematian, haruslah membayar terlebih dahulu tidak diperoleh secara 
cuma-cuma (gratis) tapi wajib bayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU SJSN pasal 
29, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 44, bahwa jaminan pada program penjaminan sosial hanya 




 Jaminan kecelakaan Kerja Pasal 29: (1) Jaminan kecelakaan kerja 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan 
kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Pada Pasal 30 
ditegaskan bahwa Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah 
membayar iuran. 
                                                          
 
14




 Jaminan Hari Tua Pasal 35 (1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. (2) Jaminan hari tua 
diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai 
apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 
Namun ketentuan wajib bayar ditegaskan pada Pasal 36 bahwa Peserta jaminan hari 
tua adalah peserta yang telah membayar iuran. 
 Jaminan Pensiun Pasal 39 bahwa Jaminan pensiun diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Ditegaskan bahwa 
yang berhak mendapatkan jaminan pensiun adalah mereka yang bayar sesuai Pasal 40 
bahwa Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. 
 Jaminan kematian Pasal 43: (1) Jaminan kematian diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kematian diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli 
waris peserta yang meninggal dunia. Dan pasal Pasal 44 menegaskan bahwa Peserta 
jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. 
 Cukup jelas bahwa pelaksanaan program BPJS kesehatan bukan merupakan 
jaminan kesehatan gratis bagi rakyat yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa jaminan sosial bagi rakyat indonesia adalah kewajiban negara. 
Tapi pelaksanaan jaminan sosial seperti yang diamanatkan dalam UU No 40 Tahun 
2014 adalah ditanggung oleh rakyat sendiri melalui prinsip asuransi sosial dan prinsip 
ekuitas dalam menjalankannya. Artinya tidak ada tanggungjawab negara dalam 
memberikan jaminan sosial kepada rakyat yang ada adalah wajib bayar untuk 
mendapatkan program jaminan sosial termasuk BPJS kesehatan.  
72 
 
 Pelaksanaan BPJS kesehatan dengan prinsip asuransi sosial dan ekuitas akan 
menjadikan program BPJS kesehatan sebagai lembaga yang akan mengakumulasi 
modal sangat besar secara nasional. Hal itu dikarenakan seluruh rakyat indonesia 
akan menjadi nasabah wajib dalam penyelenggaraan BPJS kesehatan. Artinya dari 
jutaan rakyat indonesia yang akan membayar iuran wajib untuk BPJS akan 
menghasilkan akumulasi modal yang luar biasa besar secara nasional. Dengan 
akumulasi sebesar itu, maka BPJS kesehatan akan menjadi lembaga pemegang dana 
besar secara nasional yang akan menyaingi Bank Indonesia (BI). Dengan modal besar 
seperti itu BPJS bisa melakukan investasi dan akan menjadi sumber modal bagi 
lembaga lain.  
 Hal ini sah dilakukan oleh BPJS karena sudah ada ketentuannya dalam 
penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b serta penjelasan Pasal 11 UU No. 24 Tahun 
2011 tentang BPJS.
15
 Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Huruf a) bahwa Kajian dan 
penelitian yang dilakukan dalam ketentuan ini antara lain penyesuainan masa transisi, 
standar opersional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran iuran 
dan manfaat, pentahapan kepesertaan dan perluasan program, pemenuhan hak 
peserta, dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Huruf b) Kebijakan 
investasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penempatan dana dengan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian, optimalisasi hasil, keamanan dana, dan 
transparansi. Serta pejelasan pada Pasal 11 bahwa BPJS dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a) menagih 
pembayaran Iuran; b) menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka 
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pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. 
 Dari gambaran yang dikemukakan di atas cukup jelas bahwa modal yang 
dipungut dari rakyat akan digunakan untuk kepentingan investasi dan dapat 
digunakan sebagai sumber dana untuk lembaga lain (BUMN). Hal ini dipertegas 
dalam Pasal 40 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa BPJS wajib 
menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian 
yang merupakan badan usaha milik negara. Artinya kalau lebih jauh kita kritisi 
pelaksanaan SJSN maupun BPJS kesehatan kenapa begitu dipaksakan untuk 
dilaksanakan pada awal 2014, karena adanya kebutuhan modal negara untuk 
menanggulangi krisis pada tahun 2013. selain itu, kedepan dana besar yang dikelola 
oleh BPJS akan digadaikan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) karena 




C. Analisis Yuridis Terhadap BPJS Kesehatan 
 Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi 
kewenangan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbentang luas, 
mulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga Peraturan 
Menteri dan lembaga. Pemerintah telah mengundangkan 22 (dua puluh dua) 
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tata kelola BPJS Kesehatan. 
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 Hingga akhir Februari 2014,dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan 
tata kelola BPJS kesehatan diatur dalam 2 (dua) Pasal Undang-undang Dasar  Negara 
Republik Indonesia 1945, 2 (dua) buah Undang-undang, 6 (enam) Peraturan 




1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 adalah dasar hukum tertinggi  yang menjamin hak konstitusional warga negara 
atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan pemerintah untuk membangun sistem dan 
tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan 
penyelenggaraan jaminan sosial. 
Pasal 28H 
Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. 
Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan. 
Ayat (3): Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
Pasal 34 
Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
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Ayat (2):  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaannya. 
Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum layak. 
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Soisal 
Nasional (UU SJSN). UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu 
program jaminan sosial dalam sistem jaminan nasional. Di dalam undang-undang ini 
diatur asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program 
jaminan kesehatan nasional. Selain itu UU SJSN menetapkan asuransi sosial dan 
ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN. Kedua prinsip dilaksanakan dengan 
menetapkan kepesertaan wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai dengan 
pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta tata kelola dana 
amanah peserta oleh badan penyelenggara nirlaba dengan mengedepankan kehati-
hatian, akuntabilitas efesiensi dan efektifitas.
18
 
Berikutnya UU SJSN membentuk dua organ yang bertangguang jawab dalam 
penyelenggaraan program jaminan nasional, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional 
(DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini 
mengatur secara umum fungsi, tugas, dan kewenangan kedua organ tersebut. 
Selanjutnya UU SJSN mengitegrasikan program bantuan sosial dengan 
program jaminan sosial. Integrasi kedua program perlindungan sosial tersebut 
diwujudkan dengan mewajibkan pemerintah untuk menyubsidi iuran JKN dan tempat 
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program jaminan sosial lainnya bagi orang miskin dan tidak mampu. Kewajiban ini 
dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari program JKN. 
Lebih lanjut UU SJSN menetapkan dasar hukum bagi transformasi PT Askes 
(Persero) dn ketiga persero lainnya menjadi BPJS. 
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS) 
 UU BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. UU BPJS melaksanakan 
Pasal 5 UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 007/PUU-
III/2005. Selain itu UU BPJS menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan untuk 
menyelenggarakan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarkan 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 
kematian. 
Selanjutnya UU BPJS mengatur proses transformasi badan penyelenggara 
jaminan sosial dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ke badan hukum publik 
otonom nirlaba BPJS. Perubahan-perubahan kelembagaan tersebut mencakup 
perubahan dasar hukum, bentuk badan hukum, organ, tata kerja, lingkungan, 




Lebih lanjut UU BPJS menetapkan bahwa BPJS berhubungan langsung dan 
bertanggung jawab kepada presiden. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015 
PP No. 86 Tahun 2013 tentang tata cara Pengenaan Sanksi Administratif 
kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi 
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kerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah 
peraturan pelaksana UU No. 24 Tahun 2011 (UU BPJS). 
PP 86/2013 melaksanakan ketentuan UU BPJS pasal 27 ayat (5) 
Peraturan ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif tata cara 
pengenaannya kepada pemberi kerja perorangan, serta tata cara pengawasan dan 
pemeriksaan kepatuhan peserta dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tetang Jaminan Kesehatan (Perpres 
Jaminan Kesehatan) 
Perpres jaminan kesehatan adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU 
BPJS. 
Perpres jaminan kesehatan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 
21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan pasal 
28 ayat (2) UU SJSN. 
Perpres jaminan kesehatan juga melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan 
Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS. 
Perpres jaminan kesehatan mengatur peserta dan kepesertaan JKN, 
pendaftaran, iuran, dan tata kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, 
penyelenggaraan pelayanan, fasilitas kesehatan, kenadli mutu, dan kendali biaya, 
penanganan keluhan, dan penanganan sengketa.
20
 
6. Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan 
Presiden Nomor 12 tahun 2013 (Perpres Perubahan Perpres Jaminan Kesehatan). 
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 Menjelang penyelenggaraan JKN 1 Januari 2014, ditemukan beberapa 
ketentuan dalam Perpres jaminan kesehatan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
penyelenggaraan JKN. 
Materi muatan Perpres perubahan Perpres jaminan kesehatan adalah untuk: 
a. Mengubah ketentuan tentang peserta JKN dan Penerima manfaat JKN. 
b. Mengatur lebih rinci penahapan kepesertaan wajib JKN. 
c. Menambahkan ketentuan tentang iuran JKN. Besarnya iuran ditaur rinci 
untuk masing-masing kelompok peserta dan diatur pula tata cara 
pengelolaan iuran JKN. 
d. Mengubah batasan hak ruang perawatan inap di rumah sakit. 
e. Menambahkan dua manfaat yang tidak dijamin oleh JKN, yaitu pelayanan 
kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja lalu 
lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program 
jaminan kecelakaan lalu lintas dan biaya pelayanan kesehatan pada 
kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah 
f. Menambahkan ketetuan tentang koordinasi manfaat antara JKN dan 
program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kecelakaan lalu 
lintas wajib. 
g. Mengubah ketentuan pelayanan obat, alat medis habis pakai dan alat 
kesehatan. 
h. Mengubah ketentuan tentang pemberian kompensasi. 
i. Mengubah prosedur pembayaran fasilitas kesehatan. 
j. Mengubah ketentuan kendali mutu dan kendali biaya.21 
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7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 
tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementrian pertahanan, Tentara 
Nasional Indonesia, dan Kepolisisan Republik Indonesia adalah peraturan 
pelaksanaan UU BPJS. 
Perpres Nomor 107/2013 melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan pasal 60 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Perpres ini mengatur jenis pelayanan 
kesehatan bagi Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Republik Indonesia yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan kesehatan tersebut 
diselenggarakan di fasilitas kesehatan ,ilik Kementrian Pertahanan dan Kepolisian RI, 
serta didanai oleh Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara. 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. 
Perauran Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun2014 tentang Standar Pelayanan 
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan dalam penyelengaraan program jaminan kesehatan (Permenkes Standar Tarif 
Pelayanan Kesehatan) adalah peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 12 Tahun 2013. 
Permenkes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan melaksanakan ketentuan Pasal 
37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. 
Stndar tarif yang diatur dalam peraturan ini mencakup tarif bagi fasilitas 
kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Standar tarif 
memuat tarif INA-CBGs, tarif kapitasi dan non kapitasi.
22
 
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Permenkes Pelayanan Kesehatan JKN) 
adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. 
Permenkes pelayanan kesehatan JKN melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 
(7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 
ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun2013. 
Permenkes ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan oelh 
program JK, tata cara kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan, sistem 
pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, pelaporan dan 
kajian pemanfaatan pelayanan (utulization reviiew), serta peraturan peralihan bagi 
pemberlakuan ketentuan-ketentuan wajib fasilitas kesehatan. 
10. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (PerBPJS Penyelenggara JK) adalah 
peraturan pelaksanaan Perspres Nomor 12 Tahun2013 dan Perpres Nomor 111 Tahun 
2013. 
Peraturan BPJS Penyelenggara Jaminan Kesehatan melaksanakan ketentuan 
Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 15, Pasal 17 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 
31, Pasal 40 ayat (5), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal Perpres Nomor 111 Tahun 2013 
Pasl 17 ayat (6).
23
 
Peraturan BPJS Kesehtan tersebut mengatur tata cara pendaftaran dan 
pemuntahiran data peserta JKN, identitas peserta JKN, tat cara Pembayaran iuran, 
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tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara penggunaan hasil penilaian 
teknologi kesehatan, prosedur pelayanan kesehatan, prosedur pelayanan gawat 
darurat, tata cara penerapan sistem kendali mutu pelayanan JKN. 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun2013 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2013 (Permenkeu 205/2013) 
mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran 
jaminan kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah. 
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun2013 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2013 (Permenkeu 206/2013) 
mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran 
jaminan kesehatan penerima bantuan iuran. 
13. Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang Mengatur Tata Cara 
Kelola BPJS Kesehatan. 
a. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal BPJS 
Kesehatan. 
b. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 tentang Hubungan Antar 
Lembaga BPJS. 
c. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset 
Jaminan Sosial Kesehatan. 
d. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota 
Direksi Badan penyelenggara Jaminan Sosial. 
e. Perturan Presiden No. 108 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan 
Program Jaminan Sosial. 
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f. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji Upah dan Manfaat 
Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan 
Anggota  Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
24
 
Dalam ajaran Islam telah menetapkan hukum atas segala sesuatu yang berupa 




Dalam al-Quran Allah berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 188 
 
                                    
              
 
Terjemahnya: 
 “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
 antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
 (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
 daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
 kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2): 188). 
 Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususya terkait dengan sistem 
perekonomi Islam (al-siyasah al-iqtisadi), dapat dipahami dengan mudah bahwa 
konsep jaminan dalam Islam adalah negara berkewajiban untuk memenuhi segala  
kebutuhan dasar tiap individu serta regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. 
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Salah satu program pemerintah Indonesia di awal tahun 2014 lalu adalah 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan prinsip asuransi sosial. Diantara 
dalil yang sering dikemukakan dalam suransi termasuk asuransi sosial adalah firman 
Allah SWT, dalam surah al-Maidah (5): 2 
 
                            
Terjemahnya: 
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
 dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-
 Maidah (5): 2).  
  
Ada 4 prinsip dasar asuransi Syariah yakni:
26
 
1. Saling bertanggung jawab 
2. Saling bekerja sama atau saling membantu 
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain 
4. Menghindari unsur maisir, garar, dan riba 
Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional 
1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi 
syariah merupakan keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, 
produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat 
Islam. 
2. Prinsip asuransi syariah adalah adalah tafakul (tolong menolong) sedangkan 
prinsip asuransi konvensional tabadulli (saling tukar menukar). 
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3. Dana terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) 
diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (Mudarbah). 
Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada 
sembarangan sektor dengan sistem bunga. 
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan 
pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan dana 
perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan 
pengelolaan tersebut. 
5. Unutk kepentingan pembayaran Klim nasabah dan diambil dari rekening 
tabarru’ seluruh peserta yang sudah diikhlaskan unutk keperluan tolong 
menolong bila peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi 
konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik 
perusahaan. 
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan 
perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam 
asuransi konvensional, keutungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika 
tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. 
 Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah atau 
tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar 
dari unsur garar (ketidakpastian atau spekulasi), maisir (perjudian) dan dalam 
investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya ribah.
27
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Dalam upaya menghindar dari garar, pada setiap kontrak asuransi syariah 
harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat 
diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan 
kontrak. Tidak diperbolehkan dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen 
yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu 
sendiri.
28
 Maisir (perjudian) timbul karena garar. Peserta (tertanggung) mungkin 
memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko 
berisiskan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam asuransi sosial. 
Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggungan (daman) dari BPJS yang 
terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisispan yang mengalamai 





1. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam 
tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan 
memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian. 
Artinya membayar konsekuensi yang muncuk dari kejadian itu. 
2. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil 
kompensasi baik disebut atau surplus atau partisipasi (premi). 
3. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar’i dengan memenuhi 
syarat-syarat syirkah didalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan 
syirkah harta saja. 
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4. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak syar’i, 
melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutanya baik disebut investasi 
ataupun reasuransi.  
 Dari pemaparan yang dikemukakan di atas disertai dengan bukti adanya 
keluhan dari kalangan masyarakat menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi 
dalam hal pelayanan. Pelayanan yang efektif antara pasien dan pemberi pelayanan 
(provider) disadari sering terjadi perbedaan persepsi. Dalam hal pelayanan pasien 
mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, 
menyenangkan dan petugasnya ramah yang mana secara keseluruhan memberikan 
kesan kepuasan terhadap pasien. Sedangkan provider mengartikan pelayanan yang 
bermutu dan efesien jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah. Adanya 







 Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya dari bab I sampai bab IV 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga 
negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya 
risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan 
maupun mengancam kesehatan. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, 
Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun 
rakyat biasa. Fonomena di masyarakat menunjukan bahwa Penerapan BPJS 
Kesehatan sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada kenyataannya 
banyak mengalami kendala, baik dari segi sistem maupun kendala teknis. 
Banyaknya pemberitaan penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan 
berbagai alasan yang tidak jelas, diantaranya pemberitaan bahwa terdapat 
pembedaan kualitas penanganan yang diberikan antara pasien BPJS 
Kesehatan dengan pasien umum.  
2. MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 





kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak 
warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut. Namun 
program ini termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS 
khususnya BPJS Kesehatan  dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh 
mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 
secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal 
jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum 
atau akad antarpara pihak. 
B. Implikasi 
1. Bahwa penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya 
yang berhubungan dengan sistem pelayanan BPJS Kesehatan 
2. Penelitian ini hanya terbatas pada sistem pelayanan BPJS, semoga peneliti 
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